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Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi

Oleh Perusahaan

Important Cases Being Faced By The Company

—

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya (PDAM KS)
merupakan salah satu pengguna Sumber Daya Air (SDA)
di Wilayah Sungai (WS) Brantas yang merupakan wilayah
kerja Perum Jasa Tirta | (PJT 1). Atas penggunaan SDA
tersebut, PDAM KS memiliki kewajiban untuk membayar
Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan
Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) atas BJPSDA kepada
PJT I. Sejak bulan September 2017 sampai dengan
saat ini, PDAM KS hanya membayarkan BJPSDA saja,
sedangkan untuk PPN BJPSDA belum dibayarkan.

PJT | merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang

memiliki  kewajiban memungut, menyetor, dan
melaporkan PPN terutang. Dengan kondisi PDAM KS
belum memenuhi pembayaran PPN BJPSDA dan PJT |
sebagai PKP, PJT | memiliki kewajiban untuk menalangi

terlebih dahulu pembayaran PPN BJPSDA PDAM KS. Hal

414

PDAM Surya Sembada Surabaya City is one of the users
of Water Resources (SDA) in the Brantas River Basin
(WS), which is the working area of Perum Jasa Tirta |
(PJT I). For the use of Water Resources, PDAM KS must
pay the Water Resources Management Service Fee
(BJPSDA) and Value Added Tax (VAT) on BJPSDA to PJT
I. From September 2017 until now, PDAM KS has only
paid BJPSDA, while BJPSDA VAT has not been paid.

PJT lis a Taxable Person who should collect, deposit, and
report VAT payable. With the condition that PDAM KS
has not fulfilled the BJPSDA VAT payment and PJT | as a
PKP, PJT I should first cover the BJPSDA VAT payment of
PDAM KS. This results in BJPSDA VAT receivables at PJT
I whose accumulated value is getting bigger each year.



ini menimbulkan piutang PPN BJPSDA di PJT | yang nilai

akumulasinyaa makin besar dari tahun ke tahun.

Beberapa upaya penyelesaian permasalahan ini

telah dilakukan oleh PJT I. Selanjutnya, PJT | telah

mengirimkan somasi kepada PDAM KS terkait PPN

BJPSDA antara lain :

a. Somasi | pada tanggal 31 Juli 2024 melalui surat No.
0019/UM/DH/VII/2024.

b. Somasill padatanggal 19 Agustus 2024 melalui surat
No. 0005/UM/DHKK/VIII/2024.

¢. Somasi Ill pada tanggal 6 September 2024 melalui
surat No. 0012/UM/DHKK/IX/2024.

Selanjutnya pada bulan November 2024, PJT |
mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PPN
atas BJPSDA kepada PDAM KS melalui Pengadilan
Negeri Surabaya yang teregister dengan nomor perkara
1204/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 November 2024 :
Telah dilaksanakan sidang pertama, namun PDAM KS
selaku Tergugat tidak hadir sehingga akan dilakukan
pemanggilan kembali dan sidang akan dilaksanakan
pada tanggal 4 Desember 2024.

Tanggal 4 Desember 2024 : PJT | dan PDAM KS hadir.
Hasil sidang adalah akan dijadwalkan mediasi pada
tanggal 11 Desember 2024.

tanggal 18 Desember 2024 : PJT | dan PDAM KS telah
menyampaikan resume perdamaian, namun tidak terjadi
kesepakatan perdamaian. Oleh karenanya, mediator
menyatakan bahwa mediasi gagal sehingga proses
persidangan dapat dilanjutkan. Sidang selanjutnya
adalah pembacaan gugatan dan dijadwalkan pada
tanggal 8 Januari 2025.

Pokok Perkara/Gugatan

Pokok perkara/gugatan dalam perkara nomor 1204/
Pdt.G/2024/PN Sby adalah sebagai berikut:

=

JASA TIATA I

Many efforts to resolve this issue have been made by
PJT I, PJT | has sent a subpoena to PDAM KS regarding
VAT on BJPSDA, among others:

a. SomationlonJuly 31,2024, through letter No. 0019/
UM/DH/VI1/2024.

b. Somation Il on August 19, 2024, through letter No.
0005/UM/DHKK/VI11/2024.

c. Somasi Ill on September 6, 2024, through letter No.
0012/UM/DHKK/I1X/2024.

Furthermore, in November 2024, PJT | filed a Lawsuit
for VAT on BJPSDA to PDAM KS through Surabaya
District Court, which was registered with case number
1204/Pdt.G/2024/PN Sby. November 20, 2024: The first
hearing has been held, but PDAM KS as the Defendant
is not present so that the summons will be made again
and the hearing will be held on December 4, 2024.

December 4, 2024 : PJT | and PDAM KS were present.
The result of the hearing is that mediation will be
scheduled on December 11, 2024.

December 18,2024 : PJT | and PDAM KS have submitted
a peace resume, but no peace agreement was reached.
Therefore, the mediator stated that the mediation
failed so that the trial process could continue. The next
hearing is the reading of the lawsuit and is scheduled
for January 8, 2025.

The subject matter of the
lawsuit/defense

The subject matter of the lawsuit in case number 1204/
Pdt.G/2024/PN Sby is as follows:
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PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat memiliki
kewajiban memungut menyetorkan, melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan
Sumber Daya Air;

4. Menyatakan Tergugat wajib membayar Pajak
Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan
Sumber Daya Air;

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian
atas talangan pembayaran Pajak Pertambahan
Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air
kepada Penggugat mulai bulan September tahun
2017 sampai dengan bulan September tahun 2024
sebesar Rp33.016.445.412,- (Tiga Puluh Tiga Miliar
Enam Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima
Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) secara sekaligus
tanpa tahapan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang
diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya
terhadap sebidang tanah dan bangunan yang
terletak di Jl. Prof. Dr. Mustopo Nomor 2 Surabaya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu
Rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan
isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan
berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorad)
meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun
kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh
biaya perkara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex

aequo et bono).
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PRIMAIR:

1.

Grant the Plaintiff’'s claim in its entirety;

2. Declare that the Defendant has committed a tort;

Declare that according to the law, the Plaintiff must
collect, remit, and report Value Added Tax on Water
Resources Management Service Fees;

Declare that the Defendant is obliged to pay Value
Added Tax on Water Resources Management Service
Fees;

Punish the Defendant to compensate the Plaintiff for
the payment of Value Added Tax on Water Resources
Management Service Fees from September 2017 -
September 2024 intheamountofIDR33,016,445,412
(Thirty-Three Billion Sixteen Million Four Hundred
Forty-Five Thousand Four Hundred Twelve Rupiah)

in one lump sum without tranches;

Declare valid and valuable the security seizure
placed by the Surabaya District Court against a plot
of land and building located at Jl. Prof. Dr. Mustopo
Number 2 Surabaya;

Punish the Defendant to pay dwangsom in the
amount of IDR500,000 (Five Hundred Thousand
Rupiah) per day if the Defendant fails to implement
the contents of the decision in this case starting
from the date the decision becomes legally binding;
Declare that the decision, in this case, can be
implemented in advance (uitvoerbaarbijvoorad)

despite any appeal, verzet or cassation;

Punish the Defendant to pay all court costs;

Subsidair:
If the Panel of Judges examining and adjudicating this

case has other opinions and considerations, please

make a fair decision according to the law (ex aequo et

bono).



Status Penyelesaian Perkara/
Gugatan

Proses persidangan perkara nomor 1204/Pdt.G/2024/
PN Sby masih berlangsung sepanjang tahun 2024 .

Risiko Yang Dihadapi
Perusahaan dan Nilai

Nominal Tuntutan / Gugatan
Nilai tuntutan dalam perkara nomor 1204/Pdt.G/2024/
PN Sby adalah sebesar nilai piutang PPN atas BJPSDA
PDAM KS dengan nilai sebesar Rp33.016.445.412,- (Tiga
Puluh Tiga Miliar Enam Belas Juta Empat Ratus Empat
Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).

Sanksi Administrasi

Pada tahun 2024, tidak terdapat sanksi administrasi
yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan
Pengawas dan Direksi, oleh otoritas terkait pada tahun
buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak
dikenakan sanksi administrasi).

Transaksi Yang Mengandung

Benturan Kepentingan

Pada tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang
mengandung benturan kepentingan yang dapat
merugikan Perusahaan. Sehingga informasi terserbut

tidak disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

Governansi Perpajakan

Tata Kelola Governansi Perpajakan
Undang-Undang Cipta Kerja

Pada Bulan Maret 2023, Pemerintah resmi menerbitkan
6 Tahun 2023
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Undang-Undang Nomor tentang

Kerja menjadi Undang-Undang.

Perubahan Tarif Pajak

Beberapa ketentuan dalam governansi perpajakan
Perum Jasa Tirta | pada Tahun 2024 telah dilakukan
reviu, evaluasi serta disesuaikan dengan ketentuan

=

JASA TIRTA I

Status of Case/Lawsuit

Settlement
The trial process of case number 1204/Pdt.G/2024/PN
Sby is still ongoing throughout 2024.

Risks Faced by the Company
and Nominal Value of Claims/
Suits

The claim value in case number 1204/Pdt.G/2024/
PN Sby is the value of VAT receivables on BJPSDA
PDAM KS with IDR33,016,445,412 (Thirty-Three Billion
Sixteen Million Four Hundred Forty-Five Thousand Four
Hundred Twelve Rupiah).

Administrative Sanctions

In 2024, there were no administrative sanctions imposed
on the Company, members of the Supervisory Board,
and Board of Directors, by the relevant authorities in
the last financial year (or there was a statement that no

administrative sanctions were imposed).

Transactions Containing
Conflict of Interest

In 2024, there were no transactions containing conflicts
of interest that could harm the Company. Therefore,

such information is not presented in this Annual Report.

Tax Governance

Tax Governance
Job Creation Law

In March 2023, the Government officially issued Law
Number 6 of 2023 on the Stipulation of Perpu Number 2
of 2022 on Job Creation into Law.

Tax Rate Changes
Several provisions in the taxation governance of Perum
Jasa Tirta | in 2024 have been reviewed, evaluated,

and adjusted to the provisions of the newly issued tax
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peraturan perpajakan yang baru terbit selama tahun

2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan
Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis BateraiRoda Empat Tertentu dan Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan
sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang
Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/
atau Kenikmatan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak
atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan
dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak
Orang Pribadi.

Permasalahan Governansi
Perpajakan

Di tahun 2024, Perusahaan telah merealisasikan
pengeluaran kepada Negara berupa pajak sebesar
Rp111.156.936.174,- dengan perincian terdiri dari Pajak
Pusat sebesar Rp107.401.128.853,- dan pajak daerah
sebesar Rp3.755.807.321,-.
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regulations during 2024, among others:

1. Law Number 6 of 2023 Concerning the Stipulation of

Perpu Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.

2. Regulation of the Minister of Finance of the Republic
of Indonesia Number 38 of 2023 concerning Value
Added Tax on Delivery of Certain Four-Wheeled
Battery-Based Electric Motor Vehicles and Certain
Bus Battery-Based Electric Motor Vehicles Covered
by the Government for the Fiscal Year 2023.

3. Regulation of the Minister of Finance of the Republic
of Indonesia Number 66 of 2023 concerning Income
Tax Treatment on Reimbursement or Reward in
Connection with Work or Services Received or

Obtained in the Form of Natura and/or Enjoyment.

4. Minister of Finance Regulation Number 168 of
2023 concerning Implementation Guidelines for Tax
Withholding on Income in Connection with Work,
Services or Activities of Individuals

5. Government Regulation of the Republic of Indonesia
Number 58 of 2023 concerning Withholding Tax Rate
for Income Tax Article 21 on Income in Connection
with Employment, Services or Activities of Individual

Taxpayers.
Taxation Governance Issues

In 2024, the Company has realized expenditure
to the State in the form of taxes amounting to
Rp111,156,936,174,- with details consisting of Central
Tax of Rp107,401,128,853,- and regional taxes of
Rp3,755,807,321,-.
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